
BUPATI ACBH BtrSAR
PRCVINSI ACEH

TJANUN KABUPATBN ACEH BBSAR
NOMOR 3 'tu,HUN 2016

TENTANG

PERUBAFIAN ANGGARAIV PtrNDAPATAN DAN BELAN.JA
KABUPATBN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 20T6

Menimbang : a.

C.

B I S MI LLAHI RRAH MANI RRAHI M

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KIJASA

BUPATI ACBH BBSAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)

Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
drubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor' 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Bupati Aceh Besar bersama Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Besar telah menyempurnakan
Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar sesuai
dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903 l865l2016
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh
Besar tentang Pe rubahan Anggaran Pendapatan dan
Bclanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016 dan
Ran cangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang
Peryabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016;

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang ti.lak
sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggai an
Pendapatan dan Belanja Kabupaten, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam
Tahun Anggaran berjalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu rnembentuk Qanun
Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2016.

b.

Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indone sia Tahun 19a5;
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Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaatr Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun '2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Unda:rg Nomor
Pemeriksaan Pengeloiaan
Negara (Lembaran Negara
llomor 66, Tambahan
Indonesia Nomor' 4400);

15 Tahun 2OO4 tentang
dan Tanggungjawab Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2OO4

Lembaran Negara Republik

Undang-Undang l,lomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pemhangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nontor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2l\;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan ttaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Oi4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir: dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-tlndang Notnor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Ilepublik Indonesia Tahun 2000
Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 'Iahun 2OO4 t..rlrrr,
Kedudukan Protokoler dan Keuangan eiriii";^^;;;
Anggota Dewan Pe rwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara 
{J
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44L6) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor aT , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7l2);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lerrrbaran Negara Republik Indon:sia
Tahun 2005 Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Infornrasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Inclonesia Tahun 2OO5 Nornor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 20O5 tentang Sistem
Infcrrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O10 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan l(euangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6la);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 L Tahun 2OLO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Len:.baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nornor 5, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 52721;

17 . Peraturan Pemeritrtah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara I Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20L4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ss3s);

18. Peraturr, .U



18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 'Iahun 2OI4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repr.rblik Indonesia
Nornor 5558);

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20L0 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebaga.imana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2OI5 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2OlA tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia lahun 2Ol5 Nomor 5);

2O.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun
2OL6 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Arrggar an 20 16 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomcr 153);

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
' tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OIl
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 l['ahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaa-n Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 3 10);

22"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2OlL
tentang Ped.oman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2Ol1 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Pera';uran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
' tentang Pedoman PenyusLtnan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2OL6 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatarr dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor
e03);

24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
L25/PMK.O7 l2016 tentang Penundaan Penyaluran Dana
Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016

25. Peraturan Menteri Keuarlgan Republik Indonesia Nomor
139 / PMK. 07 I 2016 te ntang Pelaksanaan Dana Alokasi
I(husus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan. ,

ISelanja Wegoro...{



Belanja Negara Tahun 2OL6 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20 16 Nomor 1a 1B);

26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Besar (Lembaran I)aerah Kabupaten
Aceh Besar Tahun 2OOG Nomor 03, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);

27 . Qanun Kabupater, Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Besar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 20 15 Nomor 7);

Dengan Persetuju.an Bersama

DEWAN PBRWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BBSAR
dan

BUPATI ACEH BESAR

MBMUTUSI(AN :

MCNCtAPKan : QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH
BESAR TAHUN ANGGARAN 2016.

. Pasal 1

Perubahan Arrggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.963.O74.A67.30O,00
bertambah/berkurang sejumlah Rp. 8 1. 5 I 6.7 a4.654,47 sehingga menjadi
Rp. 2.044.591.651.954,47 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
a. Semula Rp. 1.752.064.86'l.300,00
b. Bertannbah/(berkurang) Rp. 71.186.140.000,OO
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.823.251.007.300,00

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp.1.963.074.867.300,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 81.516.7a4.654.47
Jumlah Belanja setelah Perubal-ran Rp.2.044.591.651.954.47
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (221.340.644.654,471

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 216.0 1O.000.0O0,OO
2) Bertambah/(berkurarrg) Rp. 10.330.644.654.47
Ju,.nlal"r Penerimaan setclah Pen:bahan Rp. 226.340.644.654,47

b. Pengeluaran
1) Sernula Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. _ 0.00

Jumlah Penaeluaran.Y"U
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.Jumlah Pengeluararl setelah Perubahan

Jumlah Pernbiayaan neto setel.ah penrbahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 1

a. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp. 109.959.953.300,0O
2) Bert.arnbah I (berku.rang) Bp, 0,00
Jurirlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan

h,. Dana perimbangan
1) Serr:.ula Rp.1 .082.403 .604.206,00
2) Bertarnbah/(berkurang) Rp. 69.234.868.000.0O
Jumlah ciana perirri brangan se telah Perubaha.n

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp.559 .7 01.309 .794 ,OO
2) Bertarnba&t/ (berkurang) Rp. 1.95 1.272.000.0O
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah
Perubahan

Bp-_--.lPoQ-oOQ..QQQ,oo

Rp.221.340 64+.654,47

Rp. 0,00

terdiri dari :

Rp. 109.959.953.300,00

Rp. 1. 15 1.638 .472.206,OO

Rp. 56 1 .652.58 1 .794,00

(1) huruf a terdiri dari jenir(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
pendapatan:

a. Pajrk daerah
1) Semula Rp. 43.330.000.000,00
2) Bertambahl(berkurang) Bp= 12.000.000.00
Jumlah pencapaian asli daerah setelah Perubahan Rp. 43.342.000.000,00

b. Retribusi daerah
1) Semula Rp. 5.587.300.O0O,0O
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.000.000.00
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 5 .602.300.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Senrula Rp. 2.700.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00
Jumlah hasii pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan Rp. 2.ZOA.0OO.0O0,0O

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Semuia Rp. 45.142.653.000,00
2) Bertambahl(berkurang) Rp. (27.000.000,00)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah Perubahan Rp. 45.115.653.300,00

e. Hasil Pengelolaan Zakat,Infak dan Shadaqah
1) Semuia Rp. 13.200.000.000,00
2) Bertarnbahl(berkurang) Rp. __ _1fuQA
Jumlirh pengelolaan zakat;nfak dan shadaqah
setelah Perubahan Rp. 13.200.000.000,00

3)Drru 
Y
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3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
pendapatan:

(1) hurlf b terdiri dari jenis

a. Dana bagi hasil
1) Semula Rp. 23.445.886.206,OO
2l Bertambah/(berkurang) Rp. (1.951.272.000,OO)

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp.21.494.6L4.206,OO

b. Dana alokasi umum
1) Semula
2) B ertarnbah i (b erkuran g)

Jumiah dana alokasi umum

Rp. 7 20. f)68.458. 000, OO

Rp. o,oo
Rp.7 20. 668.458. 000,00

c. Darra alokasi khusus
1) Sereula Rp. 338.289.260.000,00
2) Bertambah/(berkurarrg) Rp. 71.186.140.0O0.0O

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Frp. 4O9.475.4OO.OOO,O0

(4) Lain-1ain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah

1) Senruia Rp 2.OOO.OOO.OOO,O0
2l Berlambal:/(berkurang) Ep, o. oo

Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintahan Daerah lainnya
1) Semula Rp. 2I .514 .129 .643,OO
2) Rertarr*:.ahl(berkurang) B& iJ)s1.272.000.00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp.23.465.401.500,00

c. Dana Penyesuaian d"an Ctonomi Khusus
l) Semula Rp. 390 .696.492.O00,00
2) Bertambah/ (berkurang) Bp- 0,00

Jumiah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah
Perubahan Rp. 390 .696 .492. 000, 00

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
1) Semula Rp. 1 45.49O.688 .294,OO
2) Bertambah / (berkurang) Rtr, o.o0
Jumlah Penclapatan yang Sah Lainnya setelah
Perubahan Rp. 1 45.490.688 .294,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1 .327 .139.03 1 . 138,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 1 1.83O.013.779.47

JumlahbelanjatidaklangsungsetelahPerubahan Rp.1.24a.969.O44.9t7,42
b. Beianja Langsung

1) Semula Rp. 725.935.836 .162,AO
2)Bertambah/(berkurang) Bp-___69686J29-EZEOa

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. Z95.622.60Z.03Z,00

(2) lelanja Tidak Langsung sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jeni
belanja:
a. Belanja pegawai sejumlah

setelah Perubahan

1) Sr.rlr..\
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1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)

b. Belanja bunga
1) Semula
2 ) Bertambah I @erkurang)
Jumlah belanja bunga setelah

c. Belanja subsidi
1) Semula
2) B ertarnb ah I (b erkurang)

f. Belanja Bagi Hasil
l) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja bagi hasil

g. Belanja bantuan keuangan
1) Semula

b. Belanja barang dan jasa
1) Semula
2) Bertambah / (berkurang)

Jumlah belanja barang dan jasa

Rp. 7 44.837 "7 32.378,00
Rp. (8.772.009.617,80)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 736.065. 722.760,2O

Rp"
Rp.

0,00
0,00

Perubahan

Rp. o,oo

Rp.

Rp.

0,00

0,00
Rp. 0.00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan

d. Belanja hibah
1) Semula Rp. 47.45O.000.000,00
2) Bertambah l(berkurang) Rp. 32.114.87 L .397 ,27
Jumlah belanla hibah setelah Perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula
2\ B ertamb ah / (b erkuran g)

Jumlah belanja bantuan sosial

Rp. s.000.000.000,00
Rp. (2.500.000.000,QQ)
setelah Pcrubahan

Rp. 4.924.'/30.000,00

-
setelah Perubahan

Rp. 424.926.568 .7 60 ,OO

Rp. 243 .OL2.7 60.780,00
.np. (s.+O t.ss7.7
setelah Perubahan

Rp. 79.564.87 1.397 ,27

Rp. 500.000.000,00

Rp. 4.925.930.000,00

Rp. 42 5 .9 12.520. 760, 00

Rp. 2.O00.000.000,00

huruf b terdiri dari ieni

Rp. 67 .640,934.080,00

Rp. 237. 55 1 .223.065,00

2) Bertarnbahl(berkurang) Rp. 985.952.000.00
Jumiah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan

h. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp 12.OOO.O0O.OOO,OO
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (10.000.000.000,O0)
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belanjzr:
a" Belanja, pegawai
1) Semula Rp 66.494.756.300,00
2) Be rtambah/ (berkurang) Rp. 1. 146. 177.780.00
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan

c. Belanja rr.odal
1) Semula Rp. 416.428.319.082,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 74.002. 130.810.00

Jumlah belanja modal setelah Perubahan 490.430 .44g.gg2,OO

I ) Pembiayar, I

Rp.
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Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud da.lam Pasal 1 terdiri dari :

a" Penerimaan sejumlah
1) Semula Rp. 2 16.0 10.000.000,00
2) BertarrJoahf(berkurang) Rp. IO-330.644.654.47
Jumlah penerimaaan setelah Perubahan Rp. 226.340.644.654,47

b. Pengeluaria.n se-.1umIah
1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/ fberkurang) Bg 0,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

l) Semula Rp. 2 16.000.000.000,C0
2) Bertambah/(berkurang) Bp,_-IO.33O.6aa.65a.+7
Jumlah SILPA tahun anggaran se'belumnya setelah
Perubahan RP. 226.330 .644.654,47

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
1) Semula Rp
2) Bertambalr/(berkurang) BL
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah
Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan. kembali .

pemberian pinjaman
1) Semula Rp o,oo
2) Bertantbah/(berkurang) Bp. o.oo
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah Perubahan

f. Penerimaan piutang daerah

Rp. 0,00

sejumlah
l) Semula Rp
2) Bertanrbah/ (berkurang) Bp-

0,00
o,oo

0,00
0,00

Jumlah Penerimaar. piutang daerah setelah
Perubahan Rp. 0,00

(3) Pengelualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jeni
pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
1) Semula Rp o,oo
2) Bertarnbahl(berkurang) Bp, 0.00
Jumiah pembentukan dana cadangan setelah
Perubah an Rp.

b.Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

0,00

l) Semula Rp 5. OOO.OOO. OOO,OO
2) Bertambahl(berkurang) 8p, 0.00
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah
Pcrubahan Rp. 5.000.000.000,00

c. Pembayat 
" {
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c. pembaya.ran pokok utang sejumlah
I ) Semula Rp

2) Bertanrbah/ (berkurang)
.Iumlah pembayaran cicilan
tempo setelah Perubahan

Rr:.

0,00

o.00
pokok utang yang jatuh

Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
1) Semula Rp 0,00
2) Bertamhah l (berkurang)
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi
daerah setelah Pembahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Besar Tanun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terca-ntum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini,
terdir-i dari:

1

2.

3.

Lampiran I

l,ampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

5. Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Ringkasan Perubahan APBK;

Ringkasan Perubahan APBK menlrrut lJrusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Menurut Urusan
Pemerirrtahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah. Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Umsan Pemerintahin Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kernbali dalam Tahun
Anggaran ini;

4.

6.

7.

B. Lampiran VIII Daftar Pinjama.n Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2016 sebagai
landasan Operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

V
Qanun inr...[
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Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tangge.l diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengrndangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Katrupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kota Jantho
25 November 2016 M
25 Safar1438 H

Diundangkan
pada tanggal

di Kota Jantho
25 November 2016 M

FI

UPATI ACtrH FjFjS^gO

\L

MUKHLIS YAH

25 Saf ar 1438

P1t. StrKRETARIS DAERAH ,

\ *UUPATEN ACtrH BESAY

(fWt-^
ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN ACtrH BtrSAR TAHUN 20t6 NOMOR 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACBH BBSAR, PROVINSI ACtrH : (61 133 12016)


